Menimbang:

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/758/KPTS/013/2023
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/574/KPTS/013/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a.

PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa Kepala
Dinas dalam melaksanakan wewenang, wajib menyusun
standar operasional prosedur untuk masing-masing
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan
serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor 188/574/KPTS/013/2020 tentang Standar
Operasional  Prosedur Pelayanan  Perizinan dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: . . .



Mengingat:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6868);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6620);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN: . ..



Menetapkan:
KESATU:

KEDUA:

KETIGA:

MEMUTUSKAN:

Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/574/KPTS/013/2020 tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Jawa Timur.

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/574/KPTS/013/2020
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 2023

R JAWA TIMUR,

X 1. INBAR PARAWANSA
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